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ABSTRAK 
 
Denny Hadrin, b 111 09128, tinjauan yuridis pengaturan Televisi kabel Di 
kota Makassar .Dibawah bimbingan Prof.Dr.Achmad Ruslan SH.MH 
sebagai pembimbing I dan Kazman Abdullah SH sebagai pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan 
pemerintah kota Makassar dalam penyelenggaraan Televisi kabel dan 
untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Makassar atas penyelenggaraan Televisi kabel.  
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, menggunakan metode 
penelitian dan sumber data adalah data primer dan data 
sekunder,sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanaka melalui proses 
wawancara dan studi kepustakaan, analisis data yang digunakan adalah 
dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif . 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, bahwa Secara 
umum penyelenggaraan Televisi kabel diatur pada uu no 32 tahun 2002 
tentang penyiaran dan peraturan pemerintah no 52 tahun 2005 tentang 
penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan.Di sulsel 
Televisi kabel diatur pada perda no 3 tahun 2011 tentang penyiaran 
Televisi kabel dan pergub no 39 tahun 2013 tentang penjelasan perda 
sulsel no 3 tahun 2011 tentang penyiaran Televisi kabel .Kewenangan dan 
pengawasan Televisi kabel di kota makassar diatur pada perda no 3 tahun 
2011 tentang penyiaran Televisi kabel dan pergub no 39 tahun 2013 
tentang penjelasan perda no 3 tahun 2011 tentang penyiaran Televisi 
kabel . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring 
dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat akan ketersediaan 
kesempatan mengakses informasi pun menjadi mengemuka. Hal ini 
kemudian melahirkan kebutuhan lain yang mengiringi kebutuhan informasi 
yaitu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan media yang tidak hanya 
memberikan manfaat edukatif namun juga memiliki manfaat dalam hal ini 
memberikan hiburan kepada masyarakat . 
Sejak paruh abad ke-20, semenjak media tidak lagi bersifat 
konvensional (media cetak), telah dikembangkan bentuk media-media 
baru yang dengan tanpa memakan waktu yang lama kemudian menjadi 
primadona bagi masyarakat dunia saat itu, diawali dengan lahirnya media 
audio (radio), dan disusul denga lahirnya madia audio/visual (televisi) 
pada beberapa paruh waktu setelahnya . 
Yang menarik kemudian, sejak televisi ditemukan dan mulai 
dikembangkan dengan begitu cepat memberi dampak yang begitu 
signifikan terhadap pendirian stasiun Televisi .Jika amerika disebut 
sebagai salah satu yang menjadi pelopornya maka hal ini tidaklah dapat 
disangkal kebenarannya . 
Dari uraian diatas, dapat kita pahami pula bahwa kepemilikan 
pesawat televisi sangat berpengaruh terhadap pendirian stasiun televisi 
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yang menyiarkan berbagai program acara untuk pemilik pesawat televisi 
tersebut.  
Hampir seluruh stasiun Televisi diseluruh dunia berlomba-lomba 
membuat program dan menyajikannya kepada seluruh khalayak diseluruh 
dunia. Disatu sisi, hal ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti 
dalam dunia informasi, dilain sisi hal yang demikian ini justru telah 
membuat masyarakat manjadi „‟keranjingan‟‟ untuk menonton siaran 
televisi. Dalam satu hari misalnya, ada sebagian kalangan masyarakat 
yang justru menghabiskan waktunya hanya dengan menonton siaran 
Televisi favoritnya. 
Pada fase selanjutnya, ketersediaan program yang disiarkan 
stasiun Televisi, manjadi semakin variatif dengan segmentasi yang 
beragam (anak-anak,remaja,dan orang dewasa), tapi justru ketersediaan 
program ini malah melahirkan rasa tidak puas, dan membuat sebagian 
masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih ekslusif lagi, hal inilah yang 
kemudian melahirkan ide untuk membangun suatu bentuk stasiun televisi 
yang dianggap merupakan representasi dari keinginan khalayak yang 
kemudian disebut dengan siaran televisi berjaringan/TELEVISI KABEL . 
Televisi kabel atau cable television adalah penyiaran acara televisi 
lewat isyarat frekuensi radio yang dtransmisikan melalui serat optik yang 
tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi 
biasa yang harus ditangkap televisi (over-the-air). Selain acara televisi, 
acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.  
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Pada tahun 1950-an, terdapat empat buah jaringan televisi di 
amerika serikat(AS), karena frekuensi dibagikan kepada televisi, isyarat 
hanya bisa diterima didalam garis penglihatan (line of sight) dari televisi 
penerima.Orang-orang yang tinggal didaerah terpencil, terutama daerah 
terpencil pegunungan,tidak dapat melihat program-program yang telah 
menjadi bagian penting dari kebudayaan di Amerika serikat tersebut. 
Sistem ini banyak dijumpai di Amerika utara, Eropa, Australia,Asia 
timur, Amerika selatan, dan Timur Tengah. Televisi kabel kurang berhasil 
di Afrika karena kepadatan panduduk yang rendah di berbagai daerah. 
Seperti halnya radio, frekuensi yang berbeda digunakan untuk 
menyerbarkan banyak saluran lewat satu kabel. Sebuah kotak penerima 
digunakan untuk memilih satu saluran Televisi. Sistem Televisi kabel 
modern sekarang menggunakan teknologi digital untuk menyiarkan lebih 
banyak saluran Televisi daripada Televisi analog. 
Pada tahun 1948, orang-orang yang tinggal didaerah lembah 
terpencil di Pennsylvania memecahkan masalah penerimaan isyarat 
mereka dengan menaruh antenna pada bukit-bukit dan membentangkan 
kabel sampai kerumah-rumah mereka. Pada zaman sekarang, teknologi 
yang sama digunakan oleh desa-desa kecil yang terpencil dan kota-kota 
yang terpilih mengizinkan penonton diseluruh dunia mengakses variates 
program yang luas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.  
Pada awal 1990-an, Televisi kabel telah mencapai hampir dari 
separuh dari rumah-rumah penduduk di amerika serikat.Pada awal 
perkembangannya, Televisi kabel menjadi sesuatu yang sangat eksklusif 
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dan hanya bisa diakses oleh khalayak pada tingkatan ekonomi tertentu, 
hal ini berubah secara perlahan-lahan seiring dengan perkembangan 
Televisi kabel itu sendiri, jika pada mulanya ia hanya bisa diakses oleh 
pemilik antenna parabola, maka saat ini hal itu tidak berlaku lagi, dengan 
metode berlangganan maka siaran Televisi kabel pun bisa diakses oleh 
siapapun. 
Untuk Indonesia sendiri, melihat pesatnya perkembangan Televisi 
atau yang bergaya Televisi kabel di Amerika, ini tentu akan mempengaruhi 
Indonesia. Contoh paling nyata adalah hadirnya indovision di Indonesia, 
dulu, berapakah orang yang menyangka jika HBO, misalnya, akhirnya 
juga dapat dinikmati di Indonesia, atau di pedalaman Afrika? Setelah 
enam tahun dilayani oleh Televisi swasta dengan sedikit produk lokal, 
lebih banyak produk asing, tentu sudah terang bagi kita bahwa program-
program dari luar akan terus memikat pemirsa Indonesia . 
Dengan adanya hal tersebut justru melahirkan fenomena hukum 
yang baru yaitu pada aspek bagaimana mengupayakan sebuah regulasi 
yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi kabel tidak 
menimbulkan berbagai persoalan nantinya, mengingat saat ini siaran 
Televisi kabel tidak hanya ditonton oleh satu Negara, tapi bahkan oleh 
berbagai Negara dari berbagai belahan dunia. 
Untuk Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan berbagai 
regulasi menyangkut hal-ihwal penyiaran Televisi kabel di Indonesia, 
regulasi ini termaktub dalam, untuk secara keseluruhan Televisi kabel 
diatur dalam UU no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, permen kominfo 
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no.18 tahun 2009t tentang tata cara dan proses perizinan 
penyelenggaraan penyiaran, uu no 52 tahun 2005 tentang lembaga 
penyiaran berlangganan,perda sulsel no 3 tahun 2011 dan pergub sulsel 
no 39 tahun 2013 . 
Namun demikian hal ini tidak serta merta menyelesaikan setiap 
persoalan mengenai hal-ihwal penyiaran tersebut, dalam hal ini 
implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap regulasi terkadang 
menjadi sedikit mengalami kerancuan, baik dalam hal pemahaman 
maupun soal aplikasinya dilapangan. 
Hal ini terlihat jelas pada masalah yang terjadi di kota Makassar, 
dikutip dari website antara disebutkan bahwa pada tahun 2011 
berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh KPID SULSEL 
disebutkan bahwa hanya terdapat 16 kabupaten di sulsel yang telah 
menjalani proses di KPID. Masalah lain yang juga kerap muncul adalah 
masalah perizinan,penggunaan anggaran, penggunaan tiang tumpu dan 
batas-batas wilayah daerah hak siar, hal ini memerlukan tinjauan yuridis 
dalam proses pemecahannya .Demikian melihat kenyataan tersebut, 
maka penulis kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian dan 
kajian lebih mendalam tentang berbagai persoalan diatas dengan 
memfokuskan penelitian penulis pada skripsi yang berjudul :„‟TINJAUAN 
YURIDIS PENGATURAN TELEVISI KABEL DI KOTA MAKASSAR‟‟ 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis membatasi penelitian 
ini pada dua persoalan utama yaitu : 
1. Sejauh mana kewenangan pemerintah kota Makassar dalam 
mengatur penyelenggaraan Televisi kabel . 
2. Sejauh mana pengawasan pemerintah kota Makassar atas 
penyelenggaraan Televisi kabel. 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah kota 
Makassar dalam mengatur penyelenggaran Televisi kabel . 
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah kota 
Makassar atas penyelenggaraan Televisi kabel. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi yang 
bermanfaat khususnya pada mahasiswa dan juga pada 
kalangan masyarakat, terlebih kepada penulis yang melakukan 
penelitian ini agar dapat memberikan tambahan informasi 
mengenai studi yang penulis paparkan . 
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pada jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas 
Hasanuddin program studi hukum tata Negara . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pemahaman Mengenai Televisi 
1. Televisi 
a. Pengertian Televisi 
Di era sekarang ini berbagai media hiburan telah banyak kita 
temukan.dalam kehidupan sehari-hari misalnya, media hiburan yang 
paling mudah dijangkau oleh masyarakat adalah sebuah kotak pemancar 
suara (audio) dan visual (gambar) atau lebih dikenal dengan Televisi . 
Dengan demikian setelah sekian banyak masyarakat dunia dan 
lebih khususnya di Indonesia yang telah memiliki benda yang disebut 
Televisi, akan asing bagi kita jika arti dari Televisi tersebut tidak kita 
ketahui terlebih dahulu, maka dari itu dibawah ini akan coba penulis 
jelaskan mengenai apa arti dari Televisi tersebut . 
Dalam perda sulsel no.3 tahun 2011 menjelaskan bahwa Televisi 
merupakan media komunikasi dan informasi untuk mengembangkan 
pribadi manusia dan lingkungan sosialnya . 
Adapun pengertian Televisi menurut sebagian para ahli : 
o Ilham z (2010:225) mengartikan Televisi adalah alat 
penangkap siaran bergambar yang merupakan audio/visual 
dan cara penyiaran videonya secara broadcasting. Secara 
harfiah Televisi juga dapat disebut sebagai suatu proses 
penyiaran yang dapat dilihat dari kejauhan . 
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o Adi badjuri (2010:39) mengartikan Televisi adalah media 
gambar sekaligus media suara yang dimana orang tidak 
hanya dapat melihat gambar dari tayangan yang 
dipancarkan tetapi juga bisa mencerna narasi atau suara 
yang dihasilkan oleh pancaran gambar tersebut . 
Telah dipaparkan beberapa arti dari Televisi, maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa, Televisi berasal dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) 
dan vision (melihat) jadi secara harfiah „‟melihat jauh‟‟ . 
b. Sejarah awal ditemukannya Televisi 
Saat ini Televisi bukan lagi merupakan barang mewah lagi, 
sebagian besar penduduk di dunia memiliki benda yang dinamakan 
Televisi. Beragam stasiun Televisi dengan aneka program siarannya yang 
disajikan dengan kualitas dan tata suara yang apik menjadikan Televisi 
sebagai sumber segala informasi dan juga hiburan yang dibutuhkan kita 
semua . 
Awal ditemukannya Televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari 
penemuan dasar, yaitu hukum gelombang elektromagnetik yang 
ditemukan oleh joseph henry dan Michael faraday (1831) yang merupakan 
awal dari era komunikasi elektronik . 
Pada tahun 1873 seorang operator telegram menemukan bahwa 
cahaya mempengaruhi resistansi elektris selenium. Ia menyadari itu bisa 
digunakan untuk mengubah cahaya kedalam arus listrik dengan 
menggunakan fotosel Televisi (selenium photocell). 
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Kemudian seorang mahasiswa yang bernama paul nipkow di berlin, 
jerman pada tahun 1884 menemukan piringan metal kecil berputar 
dengan lubang-lubang didalamnya dan disebut sebagi cikal bakal lahirnya 
Televisi.Sekitar tahun 1920 John logie baird dan Charles francis Jenkins 
menggunakan piringan karya paul nipkow untuk menciptakan suatu 
Televisi dalam penangkapan gambar,transmisi,serta penerimaannya. 
Pada tahun 1923 vladimir kozma Zworykin, mendaftarkan paten atas 
namanya untuk penemuannya, kinescope, televise tabung pertama 
didunia, keterbukaan Zworykin pada kritik, membuatnya menemukan 
penemuan baru lagi yaitu sebuah tabung yang diberi nama iconoscope. 
Dialah yang kemudian disebut sebagai sang penemu Televisi (1889-
1982). 
Televisi sudah tidak diragukan lagi kegunaannya selain sebagai 
alat pemancar gambar dan suara. Televisi juga mempunyai kegunaan 
yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti pemberian 
informasi,sebagai sumber hiburan dalam berbagai kalangan, karena 
dalam proses penyiarannya Televisi banyak menayangkan acara-acara 
hiburan seperti program acara Musik, kuis, film dan lain sebagainya tetapi 
kita juga tidak bisa menganggap Televisi sebagai media yang mempunyai 
kegunaan yang menguntungkan tetapi media Televisi juga dapat 
memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi sebagian 
masyarakat .Contohnya dampak dari Televisi sendiri dari kita yaitu pada 
saat kita menonton  dan melihat acara di Televisi, sebagian dari kita susah 
untuk meninggalkan posisi awal kita dan susah untuk melakukan aktivitas 
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lain, ada juga dampak fisik yang dihasilkan jika kita terlalu sering 
menonton Televisi yaitu pada mata kita, karena pancaran sinar 
gelombang elektromagnetik dari Televisi dapat mempengaruhi pandangan 
yang dihasilkan oleh mata seseorang. Dan adapun dampak lain yaitu 
pada pertunjukan yang disiarkan oleh Televisi sekarang ini hampir 
dikatakan sudah kurang bemanfaat dikarenakan banyaknya acara siaran 
di Televisi yang kurang mendidik contohnya seperti adanya berita-berita 
kekerasan, film remaja/dewasa yang disiarkan pada waktu tidak tertentu 
dan juga pada waktu sekarang ini banyak siaran-siaran luar negeri sudah 
mudah kita jumpai di Televisi.yang tidak lainadalah adanya pemancar 
siaran interlokal maupun lokal yang di mata masyarakat disebut sebagi 
Televisi kable atau Televisi melalui kabel. Televisi kabel saat ini sudah 
banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia, dikarenakan 
kita dapat melihat berbagai macam siaran luar negeri maupun dalam 
negeri. Istilah yang disebut dalam Televisi kabel melalui masyarakat yaitu 
Televisi berlangganan . 
2. Televisi Kabel  
a. Pengertian Televisi kabel 
Dalam uu.no 32 tahun 2002 menjelaskan bahwa penyiaran Televisi 
kabel yang dimaksud adalah spektrum elektromagnetik yang disalurkan 
melalui kabel dan atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu 
sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu 
program siaran berlangganan . 
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Menurut perda sulsel no.3 tahun 2011 bahwa siaran Televisi 
melalui kabel merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dalam rangka 
memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan 
social,budaya,politik dan ekonomi . 
Menurut perda sulsel juga menjelaskan bahwa penyiaran Televisi 
melalui kabel harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
no.32 tahun 2002 tentang penyiaran . 
Secara umum Televisi kabel diartikan sebagai sistem penyiaran acara 
Televisi lewat isyarat frekuensi radio yang dtransmisikan melalui serat 
optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran 
Televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna (over the air). 
Selain acara Televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat 
disampaikan lewat kabel.Di Indonesia selain istilah Televisi kabel, juga 
dikenal istilah Televisi berlangganan. Televisi berlangganan adalah jasa 
penyiaran saluran Televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang 
bersedia membayar secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan 
menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit . saat ini 
sistem penyiaran digital adalah yang paling lazim digunakan . 
b. Sejarah awal ditemukannya Televisi kabel 
Tidak seorang pun yang membayangkan bagaimana media bisa 
berkembang kearah Televisi kabel ketika Johannes Gutenberg 
menciptakan alat pencetak pertama. Media cetak kini berkembang seperti 
yang kita nikmati sekarang. Begitu juga ketika Alexander graham bell 
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mencoba pesawat telepon pertamanya. Bahwa kabel telepon kemudian 
bisa menyampaikan gambar hidup dan suara dipesawat Televisi. 
Televisi kabel di Amerika telah merubah sejarah media dalam dua 
decade ini. Dari sebuah jaringan kecil di sebuah kota kecil, kemudian 
berkembang menjadi jaringan multi nasional. Masing-masing melayani 
jutaan pelanggan. 
Televisi kabel di Amerika merupakan media yang dinikmati lebih 
dari 60% rumah tangga. Televisi kabel dimasa depan adalah media bagi 
produk-produk informasi dan hiburan yang disampaikan melalui berbagai 
sistem kerumah-rumah.Televisi kabel bermula pada tahun 1948, ketika 
seorang yang berhasil menangkap siaran Televisi dari kota dengan 
sebuah antenna ditinggikan. Siaran Televisi tersebut kemudian dibagi-
bagikan melalui kabel kerumah-rumah dengan imbalan sedikit 
bayaran,itulah awal siaran Televisi kabel disebuah kota kecil di Amerika 
.penemu Televisi kabel adalah seorang pemilik toko meubel dan elektronik 
di Mahanoy, Pennsylvania(salah satu Negara bagian amerika) bernama 
John Walson  kesehariannya menjual meubel dan barang elektronik 
diantaranya termasuk Televisi , oleh karena Televisi tersebut tidak ada 
yang laku terjual yang disebabkan oleh geografi daerahnya yang berbukit 
dan gunung sehingga apabila membeli Televisi juga tidak bakalan ada 
siaran yang diterima, terpikirlah oleh John Walson untuk meningkatkan 
atau dapat menjual Televisi di tokonya. Ide John Walson ini sangatlah 
sederhana dibangunnya sebuah antenna besar di atas puncak gunung 
dan kabelnya di tarik kerumah-rumah dan setelah dicoba siarannya 
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ternyata bagus dari situlah penjualan Televisi di tokonya laris manis 
.antenna besar yang dibangun oleh John Walson didirikan pada tahun 
1948 (3 tahun setelah Indonesia merdeka). 
c. Perkembangan Televisi kabel di Indonesia 
Melihat pesatnya perkembangan Televisi atau yang bergaya 
Televisi kabel di Amerika ini tentu akan juga mempengaruhi masyarakat 
Indonesia. Contoh paling nyata adalah hadirnya indovision di Indonesia, 
setelah beberapa tahun dilayani oleh siaran  
Televisi swasta dengan sedikit produk lokal,tetapi dengan 
kehadiran indovision tentu sudah terang bagi kita bahwa program-program 
dari luar akan terus memikat masyarakat Indonesia. Sebelum indovision, 
siaran seperti HBO,CNN,dan lain-lain memang bisa  diterima melaui 
paralatan satelite receiver yang masuk dengan pesat di Indonesia, hanya 
bedanya, pengguna harus pandai dalam menggunakannya, apabila tidak 
peralatannya akan berfungsi tidak maksimal. Dengan indovision langkah-
langkah untuk menangkap siaran-siaran dari Amerika itu menjadi lebih 
mudah , meski harus membayar secara teratur, sementara itu siaran-
siaran dari negeri-negeri lain seperti benua Australia,Eropa dan Asia 
masih menunggu perusahaan seperti indovision sebagai pemancarluasan 
siaran .Di Indonesia sendiri Televisi berlangganan yang pertama kali hadir 
adalah indovision, yang berdiri pada 8 agustus 1988. Indovision juga 
dikenal sebagai Televisi berlangganan yang pertama kali menggunakan 
satelite penyiaran langsung ( direct broadcast satellite ).Tidak seperti yang 
dikira orang, sebenarnya Indonesia memiliki enam Televisi swasta dan 
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satu Televisi pemerintah ,TVRI dengan dua saluran dan enam Televisi 
swasta , RCTI,SCTV,TPI,ANTV,INDOSIAR, dan terakhir INDOVISION. 
Beda indovision dengan yang lain adalah karena memiliki sekaligus 
beberapa channel, yaitu CNN,DISCOVERY,TNT CARTOON 
NETWORK,ESPN dan HBO. Berarti indovision ini siaran Televisi  yang 
menyiarkan dengan 100% program asing, padahal pemerintah 
menghimbau agar Televisi swasta untuk menyiar 20% siaran asing dan 
80% siaran lokal . 
Karena itu dari enam Televisi swasta tersebut hanya satu yang 
disebut sebagai Televisi berlangganan yaitu indovision, karena menuntut 
pembayaran jika ingin menikmati siarannya. Lima channel yang 
disediakannya berisi program yang langsung dipancarkan dari Amerika 
yang kemudian dipancarkan kembali melalui satelit yang disewa 
indovision untuk dipancarkan kembali ke wilayah Indonesia . 
d. Manfaat dan dampak kehadiran Televisi kabel 
Manfaat dari adanya penyelenggaraan Televisi kabel dalam 
masyarakat adalah sebuah kondisi yang sangat menguntungkan 
dikarenakan penyelenggaraan Televisi kabel dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di daerah-daerah blank 
spot, yakni daerah-daerah yang tidak terlayani siaran Televisi jika 
menggunakan antenna biasa.Kehadiran Televisi kabel juga membawa 
manfaat bagi masyarakat belum memperoleh pekerjaan sebab 
terselenggaranya aktivitas Televisi kabel maka menjadikan dan 
menyediakan suatu lapangan pekerjaan dan menggerakkan sumber 
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ekonomi daerah,serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap suatu 
kesenian dan budaya lokal,termasuk mengaktualisasikan bahasa 
daerah,lagu-lagu daerah dan prosesi pernikahan adat .hal ini menyangkut 
pada kebijakan dan adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam 
menjalankan program-program yang bersumber dari daerahnya masing-
masing . 
Selain manfaat kehadiran Televisi kabel saat ini,terkait juga 
masalah-masalah yang membayangi adanya penyelenggaraan Televisi 
kabel antara lain yaitu: 
1. Belum jelasnya pengaturan tentang program acara untuk 
saluran lokal 
2. Kewajiban sensor internal 
3. Masih terjadinya pelanggaran hak siar  
4. Aspek legalitas perizinan 
5. Tidak adanya standar/sertifikasi teknis peralatan yang 
digunakan termasuk jenis kabel . 
Adapun dampak negatif dari kehadiran Televisi kabel yaitu : 
1. Berpotensi melanggar hak-hak orang dan nilai-nilai sosial yang 
hidup dalam masyarakat. 
2. Adanya sebagian siaran hanya menyentuh selera rendah 
masyarakat, seperti berbagai program acara hiburan yang 
bersifat pornografis dan tayangan-tayangan yang cenderung 
mengandung kekerasan (violence)  
16 
3. Adanya tawaran siaran-siaran yang tanpa melalui proses sensor 
dalam hal ini operator Televisi kabel melakukan persaingan 
dalam hal merebut pelanggan . 
4. Tidak adanya aturan tentang batasan jumlah saluran (channel) 
free to air dan tarif yang dapat dikenakan kepada pelanggan 
mereka.  
e. Istilah-istilah dalam Televisi kabel 
- Lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi 
melalui kabel adalah lembaga penyiaran berbentuk badan 
hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya 
menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan Televisi 
melalui kabel, atau selanjutnya disebut operator Televisi kabel 
- Operator Televisi kabel adalah penyelenggara penyiaran 
lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi 
melalui kabel bersifat komersial berbentuk badan hukum 
Indonesia kepada pengguna jasa atau pelanggan melalui kabel 
yang dibentangkan pada tiang-tiang atau dibawah tanah dalam 
1(satu) cakupan wilayah siaran dengan batas-batas 
layanansebagaimana diberikan dalam izin penyelenggara 
penyiaran. 
- Siaran free to air adalah siaran dari luar negeri atau siaran asing 
dan siaran dalam negeri yang didalam 
pemanfaatannya,operator Televisi kabel bebas menyiarkan 
sepanjang siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia . 
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- Siaran premium adalah siaran yang diambil dari siaran Televisi 
berbayar (pay TV) yang didalam pemanfaatannya harus terlebih 
dahulu dilakukan perjanjian kerjasama dengan pemegang hak 
siar dan/atau pemilik content provider . 
- Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak 
eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau 
suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak,atau 
menyiarkan karya siarannya . 
- Studio adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki oleh 
operator Televisi kabel . 
- Tiang adalah tiang-tiang yang peruntukannya digunakan untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika . 
- Wilayah layanan siaran adalah area yang dapat menerima 
siaran dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan disetujui 
dalam izin penyelenggaraan penyiaran . 
- Kabel adalah bentangan untuk mendistribusikan siaran dari 
studio operator televisi kabel kepada pengguna jasa atau 
pelanggan . 
 
B. Dasar hukum penyelenggaraan televisi kabel . 
Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam    
Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 1 
disebutkan bahwa „‟ siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam 
bentuk suara,gambar,atau suara dan gambar atau yang berbentuk 
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grafis,karakter,baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat 
diterima melalui perangkat penerima siaran. 
Dalam undang-undang itu juga diatur masalah ketentuan dan 
pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan jasa pelayanan penyiaran 
mengenai KPI yang bertugas  mengatur hal-hal mengenai penyiaran , dan 
yang terdiri dari : 
1. Lembaga penyiaran publik 
2. Lembaga penyiaran swasta 
3. Lembaga penyiaran komunitas 
4. Lembaga penyiaran berlangganan 
Selain uu no.32 tahun 2002 tentang penyiaran yang menjadi dasar 
hukum lainnya dari Televisi kabel yaitu uu no.52 tahun 2005 tentang 
penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang 
disebutkan pada pasal 1 yaitu saluran berlangganan adalah spektrum 
frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan atau 
spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran 
berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran 
berlangganan. Berdasarkan ketentuan diatas yang merupakan aturan 
mendasar bagi penyelenggaraan Televisi kabel di Indonesia, adapun 
aturan yang mengatur penyelenggaraan Televisi kabel dalam suatu 
wilayah tertentu yang dicantumkan dalam PERDA PROVINSI SULSEL 
no.3 tahun 2011 tentang penyiaran Televisi melalui kabel dan PERGUB 
SULSEL no.39 tahun 2013 . 
19 
Tujuan atau filosofi dari pada lahirnya aturan-aturan diatas 
diharapkan akan menutup kekosongan hukum sehingga lebih menjamin 
hak-hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak 
untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni, dan budaya, serta untuk menjamin keamanan dan 
kenyamanan berusaha, sekaligus meminimalisasi potensi konflik .dalam 
hukum penyiaran, perizinan sendiri diartikan sebagai simpul utama dari 
pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses 
pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari Negara 
(melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah 
lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak 
sewa atas frekuensi .dengan kata lain, perizinan juga instrumen 
pengadilan tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap 
lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada 
publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni 
mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan 
persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran). 
Substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses 
dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin 
penyelenggaraan penyiaran.  
Sementara itu dari sisi proses dan tahapan,pemberian dan 
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh 
Negara setelah memperoleh: 
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1. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon 
dan KPI . 
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggara penyiaran dari KPI. 
3. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan 
khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah . 
4. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh 
pemerintah atas usul KPI. 
Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni izin sementara 
dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan 
penyiaran,lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran 
paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk penyiaran Televisi wajib 
melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Dan yang 
terpenting, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang 
dipindahtangankan (diberikan,dijual atau dialihkan) kepada pihak lain 
(badan hukum lain atau perseorangan lain . 
Setelah terbitnya PERDA no.3 tahun 2011 tentang penyiaran 
Televisi kabel. Terkait dengan masalah perizinan yang memberi dampak 
atau akibat sekaligus kewajiban hukum, maka surat izin bagi lembaga 
atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan Televisi kabel 
disetiap dari provinsi kabupaten dan kota bersifat imperative. 
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 4 PERDA SULSEL 
no.3 tahun 2011 : 
1. Penyiaran Televisi melaui kabel, hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran . 
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2. Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Televisi melalui 
kabel, didasarkan pada rekomendasi kelayakan yang 
dikeluarkan oleh KPI . 
3. Sebelum diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh pemerintah 
daerah.  
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, data 
administrasi dan data teknis . 
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
pemerintah daerah menerbitkan rekomendasi . 
6. Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan (5), diproses paling lama tenggang waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal diterimanya dokumen permohonan . 
7. Rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memuat standar layanan . 
 
Namun karena faktor lebih awalnya lembaga penyelenggaraan 
Televisi kabel di daerah sudah beroperasi baik di beberapa kabupaten 
maupun kota. Akhirnya banyak lembaga penyedia Televisi kabel, yang 
beroperasi secara illegal. Banyak penyelenggara Televisi kabel tidak 
memegang surat izin yang dikeluarkan oleh KPID sulsel. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPID sulsel 
lisan_makassar.com . hingga saat ini dari komisi penyiaran Indonesia 
daerah Sulawesi selatan memperkirakan sedikitnya 1.000 operator 
Televisi kabel di 24 kabupaten/kota beroperasi secara illegal . data 2008 
ada sekitar 750 opetaror Televisi kabel yang beroperasi secara tanpa izin. 
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perizinan tersebut belum berjalan 
efektif untuk diikuti oleh para penyedia jasa layanan Televisi kabel . 
Selain masalah masih banyaknya lembaga penyedia jasa Televisi kabel 
yang tidak mendapatkan izin. Permasalahn lain juga dalam wilayah 
perizinan ini adalah  penggunaan tiang untuk pemasangan kabel-kabel 
dari Televisi kabel tersebut . yang mana pengaturannya tunduk pada 
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pasal 10 ayat 5. Dilapangan, ketentuan inipun belum secara utuh juga 
dipatuhi oleh semua penyedia jasa layanan Televisi kabel . 
Maraknya Televisi kabel disetiap kabupaten juga banyak 
menyimpang dari standar penyelenggaraan siar yang mana bertentangan 
dengan undang-undang, perlindungan anak,KDRT,uu pornografi. Karena 
banyak juga siaran luar negeri yang disiarkan oleh beberapa 
penyelenggara jasa pelayanan Televisi kabel di daerah. Dengan siaran-
siaran yang tidak mendapat sensor dari lembaga KPI tersebut. Jelas 
banyak siaran yang tidak layak ditonton oleh anak-anak, termasuk siaran 
yang bertentangan dengan adat istiadat setempat .Salah satu kendala 
sehingga masih banyak penyedia jasa layanan Televisi kabel yang 
memiliki izin, disebabkan oleh prosedur permohonan izin yang amat 
panjang. Yang melibatkan pemda terlebih dahulu untuk menentukan 
evaluasi terhadap standar kelayakan lembaga Televisi kabel tersebut. 
Belum lagi masalah pegawai yang ada disetiap kabupaten yang dapat 
melukan evaluasi tersebut belum ada. Oleh karena itu kedepannya, 
disamping perlunya perekrutan tenaga untuk tim evaluasi terhadap 
standar kelayakan operasi. Juga penting sosialisasi oleh KPID dan 
asosiasi Televisi kabel di beberapa kabupaten. Atau lebih tepatnya 
sehingga perizinan dapat menjangkau kabupaten harus dibentuk juga 
perda tentang jasa pelayanan Televisi kabel dari tiap kabupaten .Perlunya 
juga pengefektifan pengawasan terhadap semua lembaga penyedia jasa 
pelayanan Televisi kabel di daerah yang melibatkan KPID 
sulsel,pemda,kepolisian agar penyedia jasa pelayanan Televisi kabel tidak 
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gampang menyebarkan siaran yang bertentangan dengan standar 
penyiaran . 
Dalam hal ini kita hanya menyebutkan aturan-aturan mengenai 
penyelenggaraan Televisi kabel tetapi juga kita lupa kepada lembaga-
lembaga yang mengatur proses penyelenggaraan Televisi kabel tersebut. 
lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan Televisi kabel 
yakni: 
- KPI (komisi penyiaran Indonesia) 
di Indonesia lembaga yang mengatur mengenai penyiaran yaitu 
lembaga negara yang disingkat KPI (komisi penyiaran 
Indonesia), KPI sebagaimana disebutkan dalam uu no.32 tahun 
2002 tentang penyiaran yaitu KPI sebagai lembaga Negara 
yang bersifat independent mengatur hal-hal mengenai 
penyiaran. 
Dalam pasal 13 uu no.32 tahun 2002 tentang penyiaran 
menyebutkan mengenai jasa penyiaran oleh KPI yaitu: 
jasa penyiaran terdiri atas : 
a. jasa penyiaran radio,dan 
b. jasa penyiaran Televisi 
Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)   
diselenggarakan oleh : 
a. lembaga penyiaran publik 
b. lembaga penyiaran swasta 
c. lembaga penyiaran komunitas, dan 
d. lembaga penyiaran berlangganan . 
 
- KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) 
Selain KPI adapun lembaga yang beroperasi didaerah-daerah 
yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang 
lahir atas amanat uu no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi 
KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan 
masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-
program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan 
tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu 
„‟penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 
integrasi rasional,terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 
beriman dan bertaqwa,mencerdaskan kehidupan 
bangsa,memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka 
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membangun masyarakat yang mandiri,demokratis,adil dan 
sejahtera, serta menumbuhkan penyiaran Televisi di Indonesia . 
 
- Dinas infokom (informasi dan komunikasi) 
Pada pasal 21 perda no.3 tahun 2009 disebutkan bahwa dinas 
informasi dan komunikasi mempunyai tugas pokok yaitu 
merumuskan,membina,dan mengendalikan kebijakan dibidang 
komunikasi dan informasi, meliputi, pengembangan 
informasi,aplikasi dan telematika,pendayagunaan media, 
pemberdayaan kelembagaan serta pos dan telekomunikasi . 
 
C. Teori Pengawasan  
Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk 
menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. 
Oleh  karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya 
sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan 
instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional 
perusahaan.Fungsi pengawasan dapat dilakukan  setiap saat, baik 
selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah 
berakhir untuk mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi 
atau kerja. 
Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan 
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen 
bermaksud  untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 
terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu 
dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan  dalam perwujudan 
manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan  suatu organisasi/ unit 
kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan 
menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun 
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pelaksanaannya.Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar 
diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan  bila 
terdapat kekeliruan  atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan 
sulit diperbaiki. 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 
Controlling is the process of measuring performance and taking action to 
ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan 
bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the 
planned activities. 
Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang  oleh 
pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai 
dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta  
“Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan 
dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. 
Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah    
berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan 
awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang 
berarti”.Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk 
menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem 
umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan 
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standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi 
suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan 
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 
atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna 
mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat 
tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan 
hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya 
pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh  dapat terpenuhi 
dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan 
sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan 
atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif 
dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang 
berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 
pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat 
mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai 
sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 
tersebut.  
Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang 
oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: “… the modern 
concept of control … provides a historical record of what has happened … 
and provides date the enable the … executive … to take corrective steps 
…”. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu 
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dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga 
mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai 
tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. More (dalam Winardi, 
2000:226) menyatakan bahwa: “… there‟s many a slip between giving 
works, assignments to men and carrying them out. Get reports of what is 
being done, compare it with what ought to be done, and do something 
about it if the two aren‟t the same. 
Sedangkan menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang 
mengatakan bahwa  pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah 
keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa 
yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, 
standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
pengertian  pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut: 
Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu 
dilaksanakan  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan 
instruksi yang dikeluarkan. 
Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
pekerjaan  yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 
ditemukan sebelumnya. 
George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan  apa yang 
harus dicapai  yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai 
pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. 
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Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti 
perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan 
dengan demikian,  dapat selesai secara sempurna (accomplished) 
sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian 
beberapa pemikiran yang saling berhubungan. 
David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; 
fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan. 
Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu 
pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta 
penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa 
tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang 
dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan 
pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam 
organisasi . 
2. Macam – Macam Pengawasan 
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat 
dilakukan, yaitu: 
a. Pengawasan Intern dan Ekstern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang 
atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 
bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan 
cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in 
control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat 
jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap 
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daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah 
pengawasan Kementerian Dalam Negeri.  
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 
pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal 
ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang 
merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil 
laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga 
sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam 
proses pengawasan keuangan negara.  
Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK 
untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.  
b. Pengawasan Preventif dan Represif 
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan 
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu 
dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” 
Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk 
menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang 
akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, 
pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran 
dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif 
akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, 
sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi 
lebih awal.Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang 
30 
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” 
Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di 
mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. 
Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk 
mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.  
c. Pengawasan Aktif dan Pasif 
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan 
yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini 
berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan 
melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung 
jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” 
Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil 
menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran 
apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu 
terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan 
kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) 
adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi 
prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya 
yang serendah mungkin.” 
  
d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) 
dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan 
pengeluaran (doelmatigheid). 
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan 
ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan 
pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai 
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negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan 
pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara 
dapat berjalan sebagaimana direncanakan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaturan 
Televisi kabel di kota Makassar, yakni lokasi penelitian dan lokasi 
pengambilan data yang nantinya akan dicantumkan sebagai pelengkap 
pembahasan yaitu lembaga independent yang mengatur dan mengawasi 
proses berlangsungnya penyiaran dalam hal ini KPID(komisi penyiaran 
Indonesia daerah) yang bertempat di kota Makassar . 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sember data yang digunakan dalam penelitian 
yakni sebagai berikut : 
1. Data primer 
Data yang diperoleh dari narasumber dan biasanya data ini 
diperoleh setelah melakukan hasil wawancara . 
2. Data sekunder 
Data ini diperoleh dari hasil pencarian diberbagai media, 
contohnya seperti melalui studi kepustakaan, internet, media 
cetak,dan informasi dalam peraturan perundang-undangan, dan 
dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian . 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu : 
1. Penelitian kepustakaan ( library research) 
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari 
landasan teori dari obyek kajian dengan cara : 
 Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan 
obyek dan materi penulisan skripsi ini. 
 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pembuktian dalam perkara.  
 Mempelajari materi kuliah,seminar-seminar,dan tulisan-
tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan skripsi 
ini. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian untuk 
meminta data-data dan melakukan wawancara dengan pihak 
terkait yang menyangkut obyek penelitian . 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara 
kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut : Sebelum menganalisa 
data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terjadap data 
sekunder yang diperoleh dari dokumentasi,kepustakaan dan Data primer 
yang diperoleh dari hasil wawancara . data yang terkumpul kemudian 
dianalisa secara kualitatif,dengan menggunakan pendekatan normative 
dan yuridis . 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam Mengatur 
Penyelenggaraan Televisi Kabel . 
Televisi kabel di kota Makassar telah menjadi hal yang banyak 
diminati oleh masyarakat terutama di wilayah Makassar, hal ini dibuktikan 
pada saat pengambilan data di komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) 
yang menunjukkan bahwa sebanyak 3.780 keluarga di kota Makassar 
yang memakai jasa pelayanan televisi kabel. 
Hal ini tidak serta-merta membuat pemerintah kota Makassar 
membiarkan begitu saja atas pelayanan yang diberikan oleh operator 
televisi kabel kepada pelanggannya, dalam hal ini pemerintah kota 
Makassar juga ikut berindak atas adanya kondisi yang terjadi di kota 
Makassar, pemerintah kota Makassar menghimbau kepada operator 
televisi kabel agar mematuhi aturan-aturan yang akan diberlakukan, agar 
hal-hal yang mengenai televisi kabel dapat terkondisikan dengan baik. 
Hal ini membuat lembaga yang berhubungan dengan televisi kabel 
membentuk atau merancang suatu aturan yang terkait dengan televisi 
kabel. Aturan tersebut mulai dirancang pada tahun 2005, pada saat itu 
KPID SULSEL ( periode 2004-2009 ), menaruh perhatian terhadap 
problematika televisi kabel. Menurut KPID SULSEL, salah satu kendala 
struktural penyiaran didaerah ini adalah praktek penyelenggaraannya 
yang tidak mudah untuk ditangani dengan sendirinya. Karena itu 
pembahasan yang terkait pada saat melakukan perancangan aturan yakni 
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perlunya sebuah peraturan daerah yang mengatur keberadaan televisi 
kabel.  
Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar 
menyetujui dan mengeluarkan peraturan daerah mengenai televisi kabel. 
Pada tahun 2011 pemerintah daerah kota Makassar mengeluarkan aturan 
mengenai televisi kabel yang disebut sebagai PERDA PROV SULSEL 
NO.3 TAHUN 2011”TENTANG PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL”. 
Hal ini sudah merupakan suatu kewenangan yang wajib oleh PEMDA kota 
Makassar. Kewenangan PEMDA tidak hanya pada peraturan daerah, 
tetapi jauh sebelum PERDA NO.3 TAHUN 2011 dirancang, kewajiban 
PEMDA dalam urusanpemberian hak urusan pemerintahan tertera dalam 
PERMEN KOMINFO NO.18 TAHUN 2009 dan PERATURAN 
PEMERINTAHAN NO.38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN 
URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA . 
Dalam PP NO.38 TAHUN 2007 adalah urusan pemerintah yang 
wajib diselenggarakan oleh PEMDA PROVINSI dan PEMKOT, berkaitan 
dengan pelayanan dasar beberapa urusan wajib yang dapat dikaitkan 
dengan proses perizinan televisi kabel antara lain, menyangkut penataan 
ruang, perencanaa pembangunan, perumahan, penanaman modal, 
koperasi usaha kecil dan menengah, komunikasi dan informatika, sosial 
dan budaya. Dalam PERMEN KOMINFO NO.18 TAHUN 2009 tentang 
tata cara dan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran oleh 
PEMPROV dan PEMKOT menyebutkan kewenangan PEMDA pada pasal 
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1 ayat 4 yakni “ rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
adalah rekomendasi tentang hasil evaluasi data administrasi dan data 
teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 
Lembaga penyiaran Indonesia yaitu komisi penyiaran Indonesia 
daerah sulsel, sejak tahun 2009, telah mencanangkan penegakan hukum 
penyiaran, setelah melakukan pembinaan melalui berbagai pendekatan 
persuasif. 
KPID SULSEL akan melakukan koordinasi untuk membuat strategi 
bersama dalam penegakan hukum penyiaran agar proporsional dan 
efektif, termasuk masalah hak siar pada televisi kabel . 
Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui 
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik . 
hak ini hanya dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 
sebagian Karen pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-
sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan . 
Regulasi penyiaran kita saat ini mengharuskan lembaga penyiaran 
mengabdi pada kepentingan publik (public-centered) mengingat penyiaran 
merupakan industri yang mempergunakan frekuensi sebagai ranah publik 
(public domain) yang mesti diabadikan sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan rakyat “(tempo.2009)” . 
Mengenai regulasi tentang penyelenggaraan Televisi kabel tidak 
terlepas dari peran lembaga-lembaga yang terkait atas penyelenggaraan 
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Televisi kabel, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
ketua KPID sulsel,Bapak Rusdin Tompo SH, menyebutkan ada beberapa 
lembaga-lembaga yang terkait atas penyelenggaraan Televisi kabel. 
Menurut Rusdin Tompo SH, bahwa lembaga yang memiliki keterhubungan 
dengan Televisi kabel bisa disebut ada beberapa. Yakni: 1. KPID SULSEL 
, yang melakukan proses perizinan, mulai dari pengajuan proposal dan 
studi kelayakan, veritifikasi administrasi, evaluasi dengar pendapat(EDP), 
hingga forum rapat bersama(FRB), dan evaluasi uji coba siaran(EUCS). 2. 
KPI Pusat, yang ikut dalam proses perizinan pada tahap FRB dan EUCS 
untuk memutuskan dapat tidaknya pemohon/lembaga penyiaran 
mendapat IPP(izin penyelenggaraan penyiaran). 3. Kementrian Kominfo 
RI, yang menginisiasi dan memfasilitasi pelaksanaan FRB dan EUSC, 
serta menerbitkan IPP. Dan 4. Dinas Perhubungan dan KOMINFO 
provinsi yang melakukan evaluasi atas data administrasi dan data teknis 
pemohon kemudian mengeluarkan rekomendasi atas hasil evaluasi 
tersebut kepada KPID. Sementara jajaran penegak hukum lainnya, mulai 
dari POLRI, memiliki kewenangan terhadap pelanggaran pidana 
penyiaran, baik menyangkut pelanggaran perizinan maupun pelanggaran 
hak siar . ( wawancara tanggal 22-11-2013). 
Menurut KPID sulsel, salah satu kendala struktural penyiaran di 
daerah ini adalah praktek penyelenggaraan Televisi kabel yang tidak bisa 
ditangani oleh pemerintah pusat. Pada Rakornas yang  telah dilakukan 
dikeluarkannya dua rekomendasi menyangkut penyelenggaraan Televisi 
kabel, yakni meminta pemerintah menyusun peta wilayah layanan Televisi 
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berlangganan melalui kabel, dan meminta KPI pusat menyusun peraturan 
KPI tentang proses perizinan lembaga penyiaran berlangganan melalui  
kabel .Dalam rancangan regulasi tersebut yang dilakukan oleh KPID 
sulsel, telah melahirkan aturan-aturan atas penyelenggaraan Televisi 
kabel antara lain terciptanya PERDA SULSEL NO 3 TAHUN 2011 tentang 
penyiaran Televisi melalui kabel, dan PERGUB SULSEL NO 39 TAHUN 
2013 tentang pelaksanaan peraturan daerah provinsi sulsel no 3 tahun 
2011. 
Setelah peran serta yang dilakukan oleh  lembaga-lembaga yang 
terkait atas penyelenggaraan Televisi kabel telah dipaparkan, kini 
pemerintah kabupaten/kota makassar juga memiliki kewenangan atas 
penyelenggaraan Televisi kabel dimana hal itu telah tercantum dalam 
PERDA SULSEL NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYIARAN TELEVISI 
MELALUI KABEL YAKNI : 
 
- Pada pasal 4 ayat 3 mengenai rekomendasi perizinan “sebelum 
diterbitkan rekomendasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) 
terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah “ 
- Pada pasal 10 ayat 4 mengenai tiang jaringan “prosedur dan 
tata cara permohonan izin membangun tiang jaringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk pada 
peraturan daerah kabupaten/kota tentang izin mendirikan 
bangunan”  . 
- Pada pasal 17 ayat 1 mengenai pembinaan dan pengawasan “ 
pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan 
koordinasi dan pembinaan menyangkut penyelenggaraan jasa 
penyiaran Televisi melalui kabel “  
- Pada pasal 17 ayat 2 “pengawasan terhadap pelaksanaan 
wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini oleh 
perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya dibidang komunikasi dan informasi” . 
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- Pada pasal 18 ayat 1 mengenai penyidikan “ pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang penyiaran melalui Televisi 
kabel sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum 
acara pidana“ penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan 
pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat  
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 
 
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
penyiaran melalui Televisi kabel  
2. agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas . 
3. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyiaran Televisi 
melalui kabel . 
4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyiaran 
melalui Televisi kabel . 
5. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang penyiaran melalui Televisi kabel . 
 
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota Makassar atas 
penyelenggaraan Televisi kabel juga tercantum pada PERGUB SULSEL 
NO 39 TAHUN 2013 yakni : 
- Pada pasal 8 menyebutkan “ pembangunan tiang dan 
pemasangan kabel jaringan dalam penyelenggaraan penyiaran 
Televisi kabel dapat dilakukan oleh, badan usaha milik Negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), swasta yang 
berbadan usaha, dana operator Televisi kabel ” . 
- Pada pasal 11 ayat 1 menyebutkan “ setiap operator Televisi 
kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 
4 peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan no 3 tahun 2011 
tentang penyiaran Televisi melalui kabel dapat dikenakan sanksi 
administrasi berupa teguran lisan/tulisan oleh pemerintah 
daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di 
bidang komunikasi dan informatika ” . 
- Pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan “  setiap operator Televisi 
kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 
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7 ayat (3) peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan no 3 
tahun 2011 tentang penyiaran Televisi melalui kabel dapat 
dikenakan sanksi administrasi brupa teguran lisan/tulisan oleh 
pemerintah daerah yang ruang lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya dibidang komunikasi dan informatika ” . 
- Pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan “ setiap operator Televisi 
kabel yang melanggar ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) 
peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan no 3 tahun 2011 
tentang penyiaran Televisi melalui kabel, yang tidak 
memperoleh izin dari pemegang hak siar, maka dikenakan 
sanksi administrasi “ . 
- Pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan “ setiap operator Televisi 
kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 
10 ayat (1), ayat (2), dan pasal 12 peraturan daerah Sulawesi 
selatan no 3 tahun 2011 tentang penyiaran Televisi melalui 
kabel dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran 
lisan/tulisan dan tanggungjawab di bidang komunikasi dan 
informatika . 
- Pada pasal 16 ayat (1) menyebutkan “ pemerintah daerah 
sesuai lingkup kewenangannya di bidang komunikasi dan 
informatika melakukan pembinaan terhadap operator Televisi 
kabel “ . 
- Pada pasal 16 ayat (2) menyebutkan “ pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan 
KPID “ . 
- Pada pasal 16 ayat (3) menyebutkan “ pembinaan sebagaimana 
dimksud pada ayat (1) dilakukan berupa : 
1. Sosialisasi peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan no 3 
tahun 2011 tentang penyiaran Televisi melalui kabel, dan 
peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang 
dipandang perlu. 
2. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia penyelenggara Televisi melalui kabel. 
3. Pelaksanaan koordinasi melalui pertemuan berkala dengan 
kabupaten dan kota beserta unsur terkait lainnya. 
 
Wewenang pemerintah kabupaten/kota Makassar atas 
penyelenggaraan Televisi kabel tidak hanya tercantum pada aturan-aturan 
sebagaimana yang telah dipaparkan, dari hasil wawancara yang telah 
dilakukan oleh penulis kepada  ketua KPID SULSEL, menurut Rusdin 
Tompo SH. bahwa sesungguhnya dalam proses perizinan untuk 
mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran(IPP), pemkot tidak memiliki 
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kewenangan langsung. Tapi kewenangan pemkot berkaitan dengan 
pemenuhan syarat administrasi seperti: SITU,SIUP,TDP,dan 
HO.(wawancara tanggal 22-11-2013) 
1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 
Surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha 
dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada 
pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu 
berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang 
bersangkutan.  
Persyaratan pengurusan surat izin tempat usaha (SITU) 
 Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi 
oleh pengadilan negeri.  
 Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha.  
 Salinan IMB bangunan yang ditempati untuk berusaha.  
 Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika 
bangunan bukan milik sendiri atau sewa dari pihak lain.  
 Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan 
digunakan sebagai tempat usaha (sertifikat, letter C, atau surat 
keterangan dari desa).  
 Mengurus Surat-Surat Perizinan  
 Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui 
pejabat kelurahan atau kecamatan.  
Prosedur Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)  
 Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada camat atau 
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bupati dengan melampirkan semua persyaratan administratif 
yang diperlukan.  
 Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor 
Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa  
 ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Satu Atap.  
 Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat 
usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi  
 yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang 
sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.  
 Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya 
pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam 
waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan 
diterbitkan.  
 Surat izin tempat usaha (SITU)  diatur dalam PERDA NO 23 
TAHUN 2009 . 
 
2. SIUP (Surat izin usaha perdagangan) 
 Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan 
yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat 
tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan 
atau laba. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan 
kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib 
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melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan 
SIUP.Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2007 . 
 
3. TDP ( tanda daftar perusahaan ) 
Bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib 
Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 
Tentang “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”.Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP) wajib dimilki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal 
Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan 
perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan. 
Prosedur Permohonan 
1. Bagi permohonan TDP badan usaha/perusahaan PT-PMA, PT 
Non PMA, dan Yayasan maka badan usaha/perusahaan harus  
terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta 
Pendirian/Perubahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, atau 
persetujuan dan atau setelah tanggal penerimaan laporan.  
2. Bagi permohonan TDP badan usaha KOPERASI maka badan 
usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan 
Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Instansi Terkait.  
3. Bagi permohonan badan usaha/perusahaan CV atau perusahan 
perorangan maka badan usaha/perusahaan harus  
4. terlebih dahulu didaftarkan kepengadilan negeri setempat sesuai 
dengan Domisili Perusahaan.  
5. Perusahaan mengambil formulir, mengisi, menandangani 
permohonan dan mengajukan permohonan TDP pada Kantor 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. 
Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai domisili perusahaan.  
6. Petugas dari Kantor Pendaftaran Perusahaan akan memeriksa 
dan meneliti, jika memenuhi syarat WAJIB DAFTAR 
PERUSAHAAN, maka sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 
akan dikeluarkan.  
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4. HO ( Hinder Ordonantie ) 
Adalah izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau 
badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi 
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta 
kelestarian lingkungan hidup. " Dasar hukum izin ini adalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin 
Gangguan.Retribusi Izin gangguan ini bukan tanpa tujuan. Retribusi ini 
merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha Anda sebagai 
pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian 
dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.           
    
B. Pengawasan Pemerintah Kota Makassar atas Penyelenggaraan 
Televisi Kabel . 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
ketua KPID SULSEL . Rusdin Tompo SH. menjelaskan pengawasan oleh 
PEMKOT terhadap penyelenggaraan Televisi kabel di kota makassar 
bahwa, Pada hakikatnya pemerintah kota Makassar tidak memiliki 
wewenang khusus dalam pengawasan atas penyelenggaraan Televisi 
kabel tetapi adanya kerja sama lembaga-lembaga yang mengatur 
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mengenai Televisi kabel, pada akhirnya timbul kesepakatan antara kedua 
belah pihak dalam hal ini lembaga-lembaga yang mengatur mengenai 
Televisi kabel dan pemerintah kota Makassar. Lembaga yang dimaksud 
adalah KPID sulsel. 
KPID sulsel menggandeng pemerintah kota Makassar sebagai  
mitranya atas beberapa kegiatan yaitu pada tahun 2005 KPID sulsel dan 
pemerintah kota Makassar menggelar suatu kegiatan yang bertujuan 
sebagaimana untuk mengawasi masyarakat dalam menonton siaran-
siaran yang ditayangkan setiap hari, kegiatan itu diberi nama GEMES 
(gerakan menonton sehat), gerakan ini sebagai upaya pendekatan kultural 
untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis, selektif dan responsive 
dalam menonton acara Televisi .Setelah dilakukannya program gerakan 
menonton sehat (GEMES), KPID sulsel dan pemerintah kota Makassar 
kembali menggelar program atas pengawasan mengenai Televisi kabel, 
program yang dilakukan oleh antara kedua belah pihak tersebut yaitu 
bekerjasama atas penerbitan buku seri panduan menonton sehat, 
penerbitan dilakukan sebanyak 3 judul buku, yang masing-masing 
berjudul,  “ panduan praktis menonton sehat untuk guru “, “ panduan 
praktis menonton sehat untuk orang tua “, “ panduan praktis menonton 
sehat untuk anak “ Sementara KPID Sulsel sendiri, mengembangkan 
beberapa program terkait pengawasan isi siaran. Di antaranya, KPID 
Sulsel membentuk Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) 
untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan siaran-siaran Televisi dan radio. Pembentukan FMPPS ini 
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melibatkan pemerintah kota setempat.( wawancara tanggal 22-11-2013 ) . 
Khusus di Makassar,Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
kota Makassar tidak hanya melibatkan kerja sama dengan lembaga-
lembaga yang terkait atas Televisi kabel dalam hal ini KPID SULSEL, 
tetapi pengawasan pemerintah kota Makassar dalam mengawasi 
penyelenggaraan Televisi kabel juga tertera dalam PERGUB SULSEL no 
39 tahun 2013 yakni : 
o Pada pasal 17 ayat (1) menyebutkan “ pemerintah daerah 
melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan 
pembangunan tiang serta pemasangan kabel jaringan dalam 
penyelenggaraan penyiaran Televisi melalui kabel . 
o Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), “pemerintah daerah membentuk tim 
pengawas yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh 
dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi 
dan informasi” . 
o Tim pangawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan gubernur yang anggotanya terdiri atas unsur: 
1. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika provinsi . 
2. Komisi penyiaran Indonesia daerah Sulawesi daerah . 
3. Balai monitor dan orbit satelit kelas II Makassar . 
4. Kepolisian daerah Sulawesi selatan. 
5. Asosiasi penyelenggara penyiaran Televisi melalui kabel. 
6. Real estate Indonesia (REI) sulawesi selatan . 
7. Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bidang 
penyiaran dan/atau bidang perlindungan konsumen. . 
8. Tenaga ahli . 
9. Kabupaten/kota terkait . 
10. Unsur lainnya yang dipandang perlu 
o Tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
melakukan pengawasan terhadap : 
1. Penggunaan dan pembangunan tiang serta pemasangan 
kabel dalam penyelenggaraan penyiaran Televisi melalui 
kabel . 
2. Wilayah layanan lintas kabupaten kabupaten/kota . 
o Dalam hal penyelenggaraa tugas pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), “dilakukan dengan kabupaten/kota 
maka pengkoordinasiannya melaui satuan kerja perangkat 
daerah yang ruang lingkup tugas dan fungsinya dibidang 
komunikasi dan informatika” . 
o Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), “meliputi juga 
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untuk penyelesaian sangketa wilayah layanan” . 
o Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
“berkedudukan pada dinas perhubungan, komunikasi dan 
informatika provinsi Sulawesi selatan” .  
 
Dalam hal pengawasan yang dilakukan dan sebagai tugas  oleh 
pemerintah kota  Makassar yang telah dipaparkan , dapat kita simpulkan 
bahwa dengan adanya penyelenggaraan Televisi melalui kabel membuat 
kinerja masing-masing pihak yang terkait harus lebih mengamati, 
memperhatikan dan lebih bijak dalam melakukan tugasnya , hal ini juga 
kita dapat memberikan saran bahwa setiap hal-hal yang kita lakukan 
sebaiknya ada bantuan dari pihak lain agar lebih mudah menjalankannya 
dan timbulnya kerja sama antar pihak, sebagai contoh diatas, dalam hal 
pengawasan, pemerintah kota Makassar tidak berjalan sendiri, hal ini 
terkait juga dengan lembaga-lembaga setempat yang berhubungan atas 
penyelenggaraan Televisi melalui kabel , dan hal lain ternyata masyarakat 
juga ikut terlibat dalam hal penyelenggaraan Televisi melalui kabel, 
sebagaimana tertera dalam PERGUB SULSEL no 39 tahun 2013 yaitu : 
o Pada pasal 9 ayat (1) tentang “ tata cara peran serta 
masyarakat “ menyebutkan bahwa “ masyarakat dapat berperan 
serta dalam proses perizinan operator Televisi kabel pada saat 
pelaksanaan evaluasi dengar pendapat yang diselenggarakan 
oleh KPID . 
o Pada pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “ masyarakat dapat 
mengajukan keberatan terhadap program dan/atau materi 
siaran Televisi kabel yang merugikan . ayat (4) menyebutkan 
bahwa “ peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan melalui forum masyarakat peduli 
penyiaran sehat (FMPPS) sebagaimana diatur dalam peraturan 
KPID . 
 
Dalam pengawasan tersebut bukan berarti pemerintah kota 
Makassar tidak mempunyai kendala-kendala, hal ini dapat dilihat pada 
permasalahan mengenai wilayah layanan yang sering terjadi dilapangan 
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pada penyelenggaraan Televisi kabel .Hal ini tertera pada PP NO.52 
TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA 
PENYIARAN BERLANGGANAN, pasal 41 ayat (1) menyebutkan “Wilayah 
jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, kabel, 
dan teresterial adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang 
diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat 
diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal 
frekuensi radio lain. Pada ayat (2) menyebutkan, “Khusus Lembaga 
Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang akan memperluas jangkauan 
wilayah layanannya wajib memberikan laporan kepada Menteri”.   
Hal ini mendapat perhatian khusus pada lembaga-lembaga dan 
pemerintah yang terkait pada penyelenggaraan Televisi kabel, sebab 
mengenai permasalahan wilayah layanan, setiap operator Televisi kabel 
dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya seluas mungkin,hal ini 
akan menimbulkan permasalan antara operator Televisi kabel dalam 
urusan bisnis, tetapi dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPID SULSEL 
dan DINAS KOMINFO SULSEL,pada tanggal 21-november-2013 
bertempat di grand palace hotel, yang mengangkat tema mengenai 
PERDA SULSEL NO 3 TAHUN  2011 TENTANG PENYIARAN TELEVISI 
MELALUI KABEL, menjelaskan bahwa aturan mengenai jangkauan 
wilayah layanan operator Televisi kabel dibatasi mencakup satu (1) 
wilayah kabupaten/kota, dalam sosialisasi tersebut juga menjelaskan 
apabila ada operator Televisi kabel yang melewati satu (1) wilayah 
kabupaten/kota maka operator Televisi tersebut harus mendirikan 
49 
perusahaan di wilayah yang melewati batas jangkauan tersebut . selain 
masalah wilayah layanan, yang menjadi tugas berat bagi pemerintah kota 
Makassar dalam melakukan pengawasan, terkait juga masalah perizinan 
sebab hal ini sampai sekarang ini masih banyak operator Televisi kabel 
masih belum mendapatkan rekomendasi perizinan (RK),saat ini ada 51 
operator Televisi kabel yang mencatatkan namanya di KPID SULSEL  dan 
yang mendapatkan rekomendasi kelayakan (RK) hanya sekitar 19 
operator Televisi kabel.  
Terkait juga masalah penggunaan tiang tumpu, berdasarkan data 
asosiasi pengusaha Televisi kabel Indonesia (APTEKINDO) terdapat 700 
operator Televisi kabel di sulsel (seputar Indonesia ,6 januari 2011) dan 
terdapat 320 operator Televisi kabel memakai tiang PT.PLN untuk 
membentangkan kabelnya kepada pelanggan-pelanggannya. Hal ini tidak 
akan menimbukan permasalahan apabila ada kesepakatan kedua belah 
pihak atas penggunaan-penggunaan yang dilakukan. 
Hal tersebut diatas telah tertera dalam PERDA SULSEL NO 3 
TAHUN 2011 tentang penyiaran Televisi melaui kabel DAN PERGUB 
SULSEL NO 39 TAHUN 2013 tentang penjelasan PERDA NO 3 TAHUN 
2011 tentang penyiaran Televisi melalui kabel . kita sebagai masyarakat 
mengharapkan agar regulasi-regulasi tersebut dapat dijadikan pedoman 
dan pegangan hidup selama masih berlakunya dan ditertibkannya aturan-
aturan tersebut . 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan PEMKOT Makassar diatur pada PERDA NO 3 
TAHUN 2012 DAN PERGUB SULSEL NO 39 TAHUN 2013, 
kewenangan PEMKOT Makassar juga menyangkut pada izin 
administrasi seperti SIUP(surat izin usaha perdagangan), 
SITU(surat izin tempat usaha), TDP(tanda daftar perusahaan), dan 
HO(hinder ordonantie) atau disebut izin gangguan tempat usaha. 
tetapi sebenarnya dalam hal proses izin penyelenggara penyiaran 
(IPP) PEMKOT Makassar tidak mempunyai kewenangan langsung, 
dalam proses izin penyelenggara penyiaran (IPP) sudah ada 
lembaga yang mengatur yaitu KPID dan DISHUB KOMINFO. 
2. Pengawasan PEMKOT Makassar telah diatur pada PERGUB 
SULSEL NO 39 TAHUN 2013, dan selain itu KPID SULSEL juga 
telah menggandeng PEMKOT Makassar  dalam hal pengawasan 
mengenai cara menonton acara siaran oleh masyarakat, dimana 
program itu dinamakan GEMES(gerakan menonton sehat) yang 
diadakan pada tahun 2005 . 
 
B. Saran 
1. 1.Terkait mengenai kewenangan atas penyelenggaraan Televisi 
kabel antara PEMKOT, KPID SULSEL, DISHUB KOMINFO 
memang harus ada pembagian tugas masing-masing antar 
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berbagai pihak, sebab hal inilah yang akan memperlancarkan 
proses berlangsungnya kegiatan khususnya atas penyelenggaraan 
Televisi kabel . 
2. Dalam hal pengawasan atas penyelenggaraan Televisi kabel di 
kota Makassar PEMKOT Makassar memang belum sepenuhnya 
menjalankan tugasnya dengan sempurna hal ini diketahui setelah 
dilakukannya wawancara, ternyata sering terjadi kasus atas 
penyelenggaraanTelevisi kabel menyangkut legalitas lembaga 
penyiaran, penggunaan tiang tumpu PLN, dan pelanggaran hak 
siar. 
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